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ABSTRAK 

Sampah adalah material sisa yang sudah tidak bisa digunakan dan belum memiliki nilai ekonomis. 

Sampah bisa berasal dari berbagai kegiatan sehari-hari seperti memasak, berkebun, berlanja, hingga aktivitas 

industrri. Jenisnya bervariasi, mulai dari sisa makanan, plastik, kertas, logam hingga limbah berbahaya. Jika 

sampah tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan, menyebabkan masalah kesehatan, dan 

merusak ekosistem. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif- kualitatif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil 

melalui purposive sampling berjumlah 9 orang setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik 

meliputi reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Uji kredibilitas data yang digunakan adalah 

teknik triangulasi data Pengelolaan Sampah di kecematan Amuntai sudah cukup membaik hal ini dapat dilihat 

dari: Pertama, Tersosialisasikan secara jelas yang ada di Kecematan Amuntai Tengah khusus nya pada Desa 

Muara Tapus, Hulu Pasar, Kandang Halang dan Kota Raden hulu sudah cukup baik. Berikutnya pada 

Tersosialisasikan secara lengkap dapat dilihat dengan sangat jelas bahwa sosialisasi itu sudah lengkap di 

lakukan oleh Dinas perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dan indikator Tersosialisasikan 

secara akurat  pada Desa Muara Tapus, Hulu Pasar, Kandang Halang dan Kota Raden hulu sudah sangat akurat 

serta sesuai dengan aturan yang ada. Kedua, pada Isi Kebijakan diketahui indikator konsisten yang dilakuakan 

oleh Dinas perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup,sudah baik, jelas dan sudah terakreditasi. 

Pada Tegas sudah disosialisasikan secara Tegas. Ketiga Dukungan Masyarakat diketahui indikator Partisipasi 

Masyarakat masih kurang dalam berpartisipasi . berikutnya Kepatuhan Masyarakat saat ini masih kurang 

maksimal. Keempat, Pembagian Potensi dapat diketahui indikator Pemerintah, dalam pengembangan potensi 

diri masyarakat yang di kembangkan oleh pemerintah sudah cukup baik. Untuk Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Lingkungan Hidup harusnya melakukan sosialisasi itu lebih banyak di Desa-desa dan lebih 

banyak lagi mengundang masyarakatnya sendiri, untuk  Kepala Desa seharunya lebih tegas lagi kepada 

masyarakatnya agar menjaga lingkungan dan memilah sampai dengan baik dan benar, sehingga lingkungan 

tersebut menjadi lebih bersih, untuk masyarakat  lebih di tingkatkan lagi partisipasinya dalam menjaga 

kebersihan. 

 

Kata Kunci :  Implementasi, Peraturan, Daerah 

 
ABSTRACT 

Waste is a residual material that can no longer be used and has no economic value. Waste can come 

from various daily activities such as cooking, gardening, shopping, to industrial activities. The types vary, 

from food waste, plastic, paper, metal to hazardous waste. If waste is not managed properly, it can pollute the 

environment, cause health problems, and damage the ecosystem. This study uses a qualitative approach with 

a descriptive-qualitative type. The data collection techniques used are interviews, observations and 

documentation. Data sources were taken through purposive sampling totaling 9 people after the data was 

collected, then analyzed using techniques including data reduction, data presentation and drawing 

conclusions. The data credibility test used is the data triangulation technique. Waste Management in Amuntai 

District has improved quite a bit, this can be seen from: First, Clearly socialized in Amuntai Tengah District, 

especially in Muara Tapus Village, Hulu Pasar, Kandang Halang and Raden Hulu City, it is quite good. Next, 

in Completely Socialized, it can be seen very clearly that the socialization has been completely carried out by 

the Housing, Residential Areas and Environment Service, and the Accurately Socialized indicators in Muara 

Tapus Village, Hulu Pasar, Kandang Halang and Raden Hulu City are very accurate and in accordance with 

existing regulations. Second, in the Policy Content, it is known that the consistent indicators carried out by 

the Housing, Residential Areas and Environment Service are good, clear and accredited. In Firm, it has been 
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socialized Firmly. Third, Community Support, it is known that the Community Participation indicator is still 

lacking in participating. Next, Community Compliance is currently still less than optimal. Fourth, the 

Distribution of Potential can be seen from the Government indicator, in developing the potential of the 

community developed by the government is quite good. For the Department of Housing, Residential Areas and 

the Environment, they should conduct more socialization in the villages and invite more of their own 

communities, for the Village Head they should be more assertive to their communities to maintain the 

environment and sort it properly and correctly, so that the environment becomes cleaner, for the community 

to increase their participation in maintaining cleanliness. 

 

Keywords: Implementation, Regulations, Regions 
 

PENDAHULUAN 

Sampah adalah bahan sisa yang sudah tidak memiliki kegunaan dan nilai ekonomis. Sampah 

dapat berasal dari berbagai aktivitas, seperti memasak, berkebun, berbelanja, hingga proses industri. 

Jenis sampah beragam, mulai dari sisa makanan, plastik, kertas, logam, hingga limbah berbahaya. Jika 

pengelolaan sampah tidak dilakukan dengan baik, hal ini dapat mencemari lingkungan, merusak 

ekosistem, dan memicu berbagai masalah kesehatan. 

Salah satu penyebab utama permasalahan sampah di Indonesia adalah rendahnya kesadaran 

masyarakat. Kebiasaan yang terbentuk dari budaya masyarakat sering kali membuat mereka 

beranggapan bahwa sampah hanyalah benda yang perlu dibuang tanpa memikirkan pengelolaannya. 

Selain itu, manajemen pengelolaan sampah yang kurang optimal dan terbatasnya tempat pembuangan 

sampah juga memperparah permasalahan ini. Jika situasi ini terus berlanjut, dampak negatifnya akan 

semakin terasa, seperti pencemaran air, tanah, dan udara, yang kemudian berdampak pada ekosistem. 

Sampah juga menjadi tempat berkembang biaknya kuman dan bakteri penyebab penyakit, 

sehingga menurunkan kualitas lingkungan hidup di Indonesia. Masalah ini sangat sulit diatasi, 

terutama di daerah perkotaan. Tumpukan sampah di jalanan hingga aliran sungai menyebabkan 

penurunan kesehatan masyarakat dan merusak keindahan lingkungan. Oleh karena itu, permasalahan 

sampah merupakan isu lingkungan yang serius dan membutuhkan penanganan intensif dari berbagai 

pihak. Jika tidak segera dikelola dengan baik, masalah ini akan terus berdampak buruk, baik dari segi 

lingkungan maupun kesehatan masyarakat. 

Kebiasaan masyarakat membuang sampah di sembarangan disebabkan karena oleh faktor 

sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Pengelolaan sampah adalah 

suatu kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampah dengan 

pemprosesan akhir. Secara garis besar kegiatan pengelolaan sampah dalam hal ini meliputi: 

Pengendalian timbunan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan, pengelolaan, dan pemprosesan 

akhir. 

Kecamatan Amuntai Tengah dikenal sebagai salah satu daerah yang menghadapi permasalahan 

sampah cukup serius. Kondisi ini memerlukan perhatian pemerintah untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan permukiman. Pembuangan 

sampah sembarangan di kawasan tersebut memberikan dampak buruk bagi masyarakat sekitar. 

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang 

Pengelolaan Sampah, pemerintah berupaya mendorong masyarakat agar lebih menjaga kelestarian 

lingkungan. Peraturan ini bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, 

memanfaatkan sampah sebagai sumber daya, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan sampah di daerah tersebut. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti terkait penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 di Kecamatan Amuntai Tengah (dengan studi kasus di Desa 

Muara Tapus, Hulu Pasar, Kandang Halang, dan Kota Raden Hulu), ditemukan beberapa kendala 

penting, yaitu: 

1. Tidak adanya pemilahan sampah yang efektif, sehingga sulit untuk didaur ulang atau 

dimanfaatkan kembali. 

2. Minimnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, yang mengakibatkan peningkatan jumlah 
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sampah yang tidak terkelola dengan baik. 

3. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap isi Peraturan Daerah Nomor 16 

Tahun 2013. Kondisi ini dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah atau 

instansi terkait, sehingga masyarakat masih terbiasa membuang sampah sembarangan. 

Ketika istilah "kebijakan" dan "publik" digabungkan menjadi "kebijakan publik," maknanya 

menjadi lebih luas dibandingkan saat dimaknai secara terpisah. Kebijakan publik merupakan salah 

satu elemen penting dalam kehidupan bernegara. Jika suatu negara tidak memiliki kebijakan publik, 

maka negara tersebut dapat dianggap gagal, karena pengelolaan kehidupan masyarakat hanya 

bergantung pada seseorang atau sekelompok kecil individu yang bertindak seperti tiran demi 

kepentingan mereka sendiri (Nugroho, 2009:11). 

Dengan demikian, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam 

mengimplementasikan kebijakan terkait pengelolaan sampah, demi menciptakan lingkungan yang 

sehat dan berkualitas. 

 Kebijakan publik, termasuk tata kelola pemerintahan (governance), merupakan elemen 

penting dalam mengatur hubungan antara negara dan rakyatnya. Hal yang sering menjadi pertanyaan 

adalah seberapa besar peran kebijakan publik dalam konteks keberadaan negara. Sebagaimana 

diungkapkan oleh Nugroho (2009), setiap pemegang kekuasaan memiliki kepentingan untuk 

mengendalikan sekaligus mengelola negara. Proses pengelolaan ini bertujuan memberikan nilai 

tambah bagi negara. Selain mengarahkan jalannya pemerintahan dan menetapkan tujuan negara, 

kebijakan publik menjadi alat bagi pemerintah untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. 

Fungsi inilah yang mencerminkan tugas utama pemerintah atau negara. 

Dalam memahami kebijakan publik, konsep ini sering kali dihubungkan dengan istilah 

"privat". Dari sudut pandang sejarah, istilah "publik" berakar pada budaya Yunani dan Romawi Kuno. 

Bangsa Yunani Kuno menggunakan kata "koinion" untuk menyatakan publik dan "idion" untuk hal 

yang bersifat privat. Di sisi lain, bangsa Romawi Kuno menyebut publik sebagai "res-publica" dan 

privat sebagai "res-privat." Mengacu pada karya Gobetti (2007), istilah privat sering dihubungkan 

dengan individu atau orang perorangan, sedangkan publik merujuk pada komunitas atau bahkan 

negara. 

Ketika dua istilah ini, kebijakan dan publik, digabungkan menjadi satu, yakni "kebijakan 

publik," maknanya menjadi lebih luas daripada sekadar gabungan kata. Kebijakan publik adalah 

bagian penting dari keberlanjutan sebuah negara. Tanpa komponen ini, sebuah negara akan dianggap 

gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh individu atau kelompok kecil, yang dapat 

bertindak seperti tirani dengan tujuan memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu 

(Nugroho, 2009:11). 

Melalui kebijakan publik, tata kelola negara dapat dijalankan dengan baik, memperkuat 

hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta memastikan kesejahteraan komunitas secara 

keseluruhan. 

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Yulianto Kadji, 2015:49), implementasi kebijakan 

didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan secara terencana untuk mencapai hasil 

atau kinerja yang diharapkan. Mereka menyusun sebuah kerangka abstrak yang menghubungkan 

berbagai faktor yang memengaruhi hasil dari suatu kebijakan. Pada dasarnya, kinerja kebijakan 

dievaluasi berdasarkan pencapaian standar dan target yang telah ditentukan. 

Secara luas, implementasi kebijakan merupakan tahapan dalam proses kebijakan yang terjadi 

setelah kebijakan tersebut disahkan. Implementasi mengacu pada pelaksanaan undang-undang yang 

melibatkan berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik untuk menjalankan kebijakan demi 

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai fenomena yang kompleks, implementasi dapat 

dipahami baik sebagai suatu proses, keluaran (output), maupun dampak (outcome). Misalnya, ketika 

dipahami sebagai proses, implementasi adalah serangkaian keputusan dan tindakan untuk menerapkan 

kebijakan yang disahkan oleh lembaga legislatif. Sementara itu, dalam konteks keluaran, 

implementasi mencakup hasil langsung dari pelaksanaan kebijakan. 

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Joko Pranowo, 2020:2) menggambarkan 
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implementasi sebagai proses memahami apa yang benar-benar terjadi setelah suatu kebijakan atau 

program diresmikan. Fokus utamanya adalah aktivitas dan kejadian yang terjadi setelah pedoman 

kebijakan negara diberlakukan, mencakup usaha administrasi dan dampak nyata yang dihasilkan bagi 

masyarakat atau kejadian tertentu. 

Proses implementasi kebijakan menjadi aspek yang paling krusial dalam keseluruhan 

rangkaian penyusunan kebijakan, termasuk di sektor pendidikan. Artinya, meskipun kebijakan 

dirumuskan dengan baik, hasilnya tidak akan tercapai tanpa implementasi yang efektif. Sebaliknya, 

meskipun suatu kebijakan memiliki rumusan yang sederhana atau bahkan kurang ideal, implementasi 

yang baik tetap dapat memberikan manfaat. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan memegang 

peranan penting dalam mewujudkan tujuan yang diharapkan. 

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembuatan 

kebijakan (policy making process). Sebagaimana dikemukakan oleh Hasbullah (2015), proses 

pembuatan kebijakan adalah proses politik yang terdiri dari berbagai tahapan saling terkait yang 

berurutan. Proses ini mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, 

implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Aktivitas ini menggambarkan hubungan dinamis 

antar tahap-tahap tersebut untuk mewujudkan tujuan kebijakan. 

Dalam modul pelatihan analisis kebijakan, yang mengacu pada buku Sugiyono (2017: 4-5), 

dijelaskan bahwa jenis kebijakan publik dapat dikategorikan sebagai berikut: 

1. Kebijakan Substansif dan Kebijakan Prosedural 

a) Kebijakan substansif berfokus pada apa yang akan dilakukan pemerintah untuk menangani 

masalah tertentu. 

b) Kebijakan prosedural menjelaskan bagaimana kebijakan substansif tersebut 

diimplementasikan, mencakup aspek teknis seperti standar operasional dan prosedur (Standard 

Operating Procedures/SOP). 

2. Kebijakan Distributif, Kebijakan Regulatif, dan Kebijakan Re-distributif 

a) Kebijakan Distributif: Bertujuan memberikan akses yang merata terhadap sumber daya 

tertentu bagi masyarakat. 

b) Kebijakan Regulatif: Mengatur perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat. 

c) Kebijakan Re-distributif: Mengatur distribusi ulang pendapatan atau kekayaan demi keadilan 

dan pemerataan, biasanya untuk kelompok yang memerlukan perlindungan lebih. 

3. Kebijakan Material dan Kebijakan Simbolis 

a) Kebijakan Material: Ditujukan untuk memberikan keuntungan konkret berupa sumber daya 

kepada kelompok tertentu. 

b) Kebijakan Simbolis: Menyediakan manfaat bersifat simbolis atau penghormatan bagi 

kelompok tertentu di masyarakat. 

4. Kebijakan Barang Publik dan Barang Privat 

a) Kebijakan Barang Publik: Mengatur tata kelola barang publik, termasuk penyediaan barang atau 

layanan oleh pemerintah untuk kepentingan umum, seperti keamanan dan infrastruktur jalan. 

b) Kebijakan Barang Privat: Mengatur tata kelola dan layanan terhadap barang privat yang 

penggunaannya bersifat eksklusif. 

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah peraturan hukum yang dirancang oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dan disahkan bersama Bupati atau Wali 

Kota. Perda disusun sebagai upaya mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, 

dengan kewenangannya berdasarkan apa yang telah diatur oleh undang-undang. Selain itu, Perda juga 

dapat dirancang untuk mengatur hal-hal yang belum diatur secara spesifik oleh peraturan yang lebih 

tinggi. 

Dalam hierarki perundang-undangan nasional, Perda Kabupaten/Kota menempati posisi 

paling bawah. Karena itu, penyusunan norma hukumnya harus mengikuti pedoman dan dasar hukum 

dari peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki lebih tinggi. 

Pembentukan Perda mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah diubah melalui Undang-Undang 
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Nomor 15 Tahun 2019. Proses pembentukan Perda mencakup beberapa tahapan utama, yaitu: 

1. Perencanaan 

2. Penyusunan 

3. Pembahasan 

4. Pengesahan atau Penetapan 

5. Pengundangan 

6. Penyebarluasan 

Agar produk hukum daerah ini berkualitas, diperlukan prosedur penyusunan yang terorganisir 

dan sistematis. Persiapan yang matang menjadi hal penting, termasuk pemahaman yang mendalam 

mengenai materi muatan yang akan diatur, kemampuan merancang aturan secara singkat tetapi tetap 

jelas, serta penggunaan bahasa yang baik, mudah dipahami, dan sesuai kaidah tata bahasa Indonesia. 

Penyusunan harus dilakukan secara sistematis tanpa mengabaikan prosedur yang telah ditentukan, 

sehingga Perda yang dihasilkan benar-benar memenuhi standar hukum yang berlaku. 

Penetapan peraturan daerah memiliki tujuan utama untuk mendukung pelaksanaan fungsi-

fungsi tertentu dalam pemerintahan daerah. Berdasarkan penjelasan Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia (Kemenkumham), peraturan daerah memiliki empat fungsi utama: 

1. Menjadi alat politik untuk melaksanakan tugas-tugas otonomi daerah dan mendukungnya 

sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. 

2. Sebagai instrumen pelaksanaan ketentuan hukum yang berada pada tingkat perundang-

undangan lebih tinggi, di mana setiap peraturan daerah harus mengikuti hierarki peraturan 

perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. 

3. Mempertimbangkan kekhasan dan keberagaman daerah sekaligus merangkul aspirasi 

masyarakat lokal, dengan tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. 

4. Digunakan sebagai alat untuk mendukung pembangunan, khususnya dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Tujuan utama dari adanya peraturan daerah adalah mengatur tata kehidupan bersama di tingkat 

lokal, melindungi hak serta kewajiban masyarakat, dan menjaga keamanan serta ketertiban umum. 

Dalam hal ini, peraturan daerah berfungsi sebagai produk hukum pemerintah daerah yang dirancang 

untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sesuai dengan kebutuhan daerah terkait. 

Sampah adalah material sisa yang dihasilkan setelah selesainya suatu proses tertentu (Suryanti, 

2014:3). Pengelolaan sampah mencakup kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, hingga 

pendauran ulang material. Proses ini dilakukan untuk mengurangi dampak buruk sampah terhadap 

kesehatan, lingkungan, serta estetika, sekaligus untuk memulihkan sumber daya alam melalui proses 

daur ulang (resource recovery). 

Pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan jenis material yang dikelola, seperti sampah 

padat, cair, gas, maupun radioaktif. Setiap jenis material memerlukan metode penanganan yang 

berbeda. Pendekatan pengelolaan sampah juga berbeda antara negara maju dan berkembang, kawasan 

perkotaan dan pedesaan, serta antara area permukiman dan industri. Biasanya, pemerintah daerah 

bertanggung jawab untuk mengelola sampah rumah tangga dan institusi di wilayah perkotaan, 

sedangkan sampah dari kawasan komersial atau industri sering ditangani oleh perusahaan pengelolaan 

sampah. 

Pengelolaan sampah menjadi penting mengingat dampaknya yang signifikan terhadap 

kesehatan dan lingkungan. Sampah dapat menjadi tempat berkembang biaknya mikroorganisme 

berbahaya dan mencemari ekosistem. Oleh karena itu, berbagai pihak di seluruh dunia terus mencari 

solusi pengelolaan sampah yang efektif, termasuk melalui proses daur ulang (recycle). 

Menurut Lestari (2015:24), proses daur ulang dapat dilakukan dengan beberapa cara: 

1. Pengolahan fisik: Melibatkan pengumpulan dan pemanfaatan kembali material yang telah 

dibuang, seperti botol bekas yang dapat digunakan ulang. Pengumpulan ini dapat dilakukan dari 

sumber sampah terpisah atau dari sampah campuran. 

2. Pengolahan biologis: Sampah organik, seperti sisa makanan atau kertas, dapat diolah melalui 
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proses biologis menjadi kompos, yang dikenal sebagai pengomposan. 

 

METODE 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  pendekatan kualitatif. Artinya 

variabel yang diuji bersifat unik. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam 

penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menyatakan sesuatu yang menjadi pokok 

kajiannya secara rinci. Artinya penelitian  dilakukan untuk memperjelas seluruh atau berbagai aspek 

dan tujuan penelitian. Data Primer yaitu semua data hasil penelitian yang didapat melalui wawancara 

dan observasi langsung dilapangan. data sekunder, cara mengumpulkan informasi dengan 

melaksanakan studi kepustakaan dan menggali informasi terkait penelitian dari bahan kepustakaan 

seperti dokumen dan arsip. Sumber data yang dipakai yaitu snowball sampling. Menurut Sujewerni 

(2020: 72), metode pengambilan sampel dimulai dengan jumlah yang kecil dan lambat laun bertambah 

besar, seperti bola salju yang menggelinding. 

 

PEMBAHASAN 

1. Informasi 

Informasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan data yang telah diolah menjadi sesuatu 

yang bermakna, sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Informasi ini bisa berupa keterangan, 

pernyataan, gagasan, atau simbol yang memiliki nilai, makna, serta pesan tertentu. 

a. Sosialisasi yang Jelas 

Sosialisasi yang jelas adalah proses penyampaian informasi atau pesan kepada 

masyarakat atau kelompok dengan cara yang efektif, sehingga dapat dimengerti dan direspon 

sesuai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini, sosialisasi melibatkan metode penyebaran 

informasi yang terorganisasi, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta format yang 

tidak menimbulkan kesalahpahaman. 

Sebagai contoh, penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 

Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Muara Tapus, Hulu Pasar, Kandang Halang, 

dan Kota Raden Hulu belum optimal dalam hal penyampaian informasi. Penyebaran informasi 

hanya menjangkau beberapa desa dan kelompok tertentu saja, sehingga masyarakat secara 

keseluruhan belum sepenuhnya teredukasi mengenai peraturan tersebut. Situasi ini tidak 

sesuai dengan indikator "Tersosialisasikan Secara Jelas" dalam teori Jan Marse (sebagaimana 

dikutip oleh Dr. Reno Affrian, S.Sos, M.AP, CIQaR, CIQnR, 2023), yang menekankan 

perlunya penyampaian sosialisasi yang efektif dan berfokus pada peningkatan kesadaran 

masyarakat dalam menjaga lingkungan serta mengurangi penumpukan sampah. 

b. Sosialisasi yang Lengkap 

Sosialisasi yang lengkap menggambarkan sebuah proses atau hasil penyampaian 

informasi, ide, kebijakan, maupun nilai-nilai secara terstruktur dan menyeluruh kepada 

masyarakat atau kelompok sasaran. Proses ini memastikan bahwa informasi dapat dipahami, 

diterima, dan mendukung tercapainya tujuan tertentu. Sosialisasi yang lengkap sering kali 

menjadi kunci dalam penyampaian kebijakan publik, pendidikan masyarakat, atau program 

sosial untuk mencapai pemahaman luas. 

Namun, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 

Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Muara Tapus, Hulu Pasar, Kandang Halang, 

dan Kota Raden Hulu belum memenuhi standar sosialisasi yang memadai. Sosialisasi yang 

dilakukan belum tersebar secara merata dan tidak sepenuhnya diterima masyarakat secara jelas 

dan menyeluruh. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan indikator "Tersosialisasikan 

Secara Lengkap" dalam teori Jan Marse, sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Reno Affrian 

dalam bukunya (2023), yang menuntut adanya sosialisasi sistematis dan menyeluruh agar 

masyarakat memahami sepenuhnya pengelolaan sampah. 

2. Isi Kebijakan 

Isi kebijakan mengacu pada keputusan atau aturan yang dibuat oleh organisasi, lembaga, 
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atau pemerintah untuk memberikan arahan dan mengatur tindakan serta perilaku dalam situasi 

tertentu. Kebijakan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dan mendukung konsistensi dalam 

tindakan atau keputusan yang diambil dalam jangka panjang. 

a. Konsistensi 

Konsistensi adalah sifat atau kondisi di mana tindakan, sikap, atau keputusan tetap 

stabil dan tidak mengalami perubahan tanpa alasan yang relevan. Dalam konteks kebijakan, 

konsistensi berarti keputusan atau tindakan tetap sama dalam situasi yang serupa, tanpa 

dipengaruhi oleh tekanan atau faktor eksternal yang tidak relevan. 

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang 

Pengelolaan Sampah di Desa Muara Tapus, Hulu Pasar, Kandang Halang, dan Kota Raden 

Hulu dapat dianggap sudah berjalan dengan baik dalam hal konsistensi. Hal ini sesuai dengan 

indikator konsisten pada model implementasi kebijakan sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Reno 

Affrian, S.Sos, M.AP, CIQaR, CIQnR, yang mengutip teori Jan Marse (2023). Indikator ini 

menunjukkan pentingnya stabilitas dalam pelaksanaan kebijakan agar hasil yang diharapkan 

tercapai. 

b. Ketegasan 

Ketegasan dalam kebijakan berarti memiliki sikap yang kuat dan tidak goyah dalam 

membuat maupun menerapkan keputusan. Hal ini mencakup keberanian untuk mengambil 

keputusan berdasarkan prinsip yang jelas serta menghadapi tantangan atau konsekuensi yang 

mungkin muncul. 

Dalam penerapannya, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 

Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Muara Tapus, Hulu Pasar, Kandang Halang, 

dan Kota Raden Hulu dapat dikatakan telah memenuhi standar ketegasan. Hal ini sejalan 

dengan indikator tegas pada model implementasi kebijakan, sebagaimana yang dirujuk dalam 

teori Jan Marse (2023) melalui penjelasan Dr. Reno Affrian, S.Sos, M.AP, CIQaR, CIQnR. 

Ketegasan ini mencakup keberanian untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai 

dengan prinsip yang telah ditetapkan. 

 

3. Dukungan Masyarakat 

Dukungan dari masyarakat dalam mengelola sampah di daerahnya sangat penting untuk 

memastikan kebersihan dan keberlanjutan lingkungan. Partisipasi aktif warga setempat dapat 

berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan mendukung penerapan 

kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efisien. 

a. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi merujuk pada keterlibatan individu atau kelompok dalam suatu kegiatan, 

baik secara fisik maupun non-fisik. Santosa (1998:13) mendefinisikan partisipasi sebagai 

karakteristik mental dan emosional seseorang yang mendorong mereka untuk berkontribusi 

dalam mencapai tujuan kelompok dan bertanggung jawab terhadap usaha yang dilakukan. 

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang 

Pengelolaan Sampah di Desa Muara Tapus, Hulu Pasar, Kandang Halang, dan Kota Raden 

Hulu telah menunjukkan penerapan partisipasi masyarakat yang maksimal. Hal ini sejalan 

dengan model implementasi kebijakan menurut Dr. Reno Affrian, S.Sos, M.AP, CIQaR, 

CIQnR berdasarkan teori Jan Marse (2023), dengan indikator partisipasi masyarakat yang 

efektif dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. 

b. Kepatuhan Masyarakat 

Kepatuhan masyarakat berarti kesediaan individu atau kelompok untuk mematuhi 

aturan, hukum, norma, atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, lembaga 

berwenang, atau sistem sosial yang berlaku. Kepatuhan ini menjadi faktor penting dalam 

terciptanya ketertiban dan kesejahteraan di komunitas atau negara. 

Namun, pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 

Tahun 2013 mengenai Pengelolaan Sampah di Desa Muara Tapus, Hulu Pasar, Kandang 
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Halang, dan Kota Raden Hulu, tingkat kepatuhan masyarakat masih belum optimal. Hal ini 

menunjukkan belum tercapainya indikator kepatuhan masyarakat dalam model implementasi 

kebijakan yang diulas oleh Dr. Reno Affrian, S.Sos, M.AP, CIQaR, CIQnR berdasarkan teori 

Jan Marse (2023).  

4. Pembagian Potensi 

Pembagian potensi merujuk pada distribusi berbagai sumber daya atau kesempatan (baik 

dalam bentuk energi, peluang, atau sumber daya alam) di antara berbagai pihak atau elemen yang 

ada dalam suatu sistem, tergantung pada konteks penerapannya. 

a. Pemerintah 

Pemerintah adalah lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan untuk 

merumuskan, mengelola, dan melaksanakan kebijakan, serta menjaga stabilitas sosial, 

ekonomi, dan politik dalam suatu wilayah. Tanggung jawabnya termasuk pembuatan hukum 

dan peraturan yang diterapkan untuk menjamin ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. 

Namun, pada penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 

Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Muara Tapus, Hulu Pasar, Kandang Halang, 

dan Kota Raden Hulu, pembagian potensi antara pemerintah dan masyarakat masih belum 

maksimal. Hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan model implementasi kebijakan berdasarkan 

teori Jan Marse (2023) seperti yang dibahas dalam buku Dr. Reno Affrian, S.Sos, M.AP, 

CIQaR, CIQnR. 

b. Masyarakat 

Masyarakat terdiri dari sekumpulan individu yang hidup dan bekerja bersama untuk 

mencapai tujuan bersama dalam sebuah tatanan sosial yang berbasis norma-norma dan adat 

istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. 

Namun, dalam konteks penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Muara Tapus, Hulu Pasar, 

Kandang Halang, dan Kota Raden Hulu, potensi masyarakat untuk mendukung kebijakan ini 

masih terbatas. Beberapa anggota masyarakat masih cenderung membuang sampah 

sembarangan, yang menunjukkan kurangnya partisipasi aktif mereka dalam mendukung 

pengelolaan sampah yang efektif. Hal ini sesuai dengan indikator masyarakat dalam model 

implementasi kebijakan menurut teori Jan Marse (2023) yang terdapat dalam buku Dr. Reno 

Affrian, S.Sos, M.AP, CIQaR, CIQnR. 

Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 

tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Amuntai: 

1. Tidak adanya sistem pemilahan sampah yang baik, yang menghambat proses pengolahan dan 

pemanfaatan sampah. 

2. Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, baik dalam hal infrastruktur maupun 

teknologi yang digunakan. 

3. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah 

yang baik, serta kurangnya pemahaman tentang Peraturan Daerah tersebut. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 

2013 Berdasarkan pengamatan terkait pengelolaan sampah di Kecamatan Amuntai, dapat disimpulkan 

bahwa pengelolaan sampah di daerah tersebut sudah menunjukkan beberapa perbaikan, meskipun 

masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Informasi: Pada indikator Tersosialisasikan Secara 

Jelas, sosialisasi pengelolaan sampah di Desa Muara Tapus, Hulu Pasar, Kandang Halang, dan Kota 

Raden Hulu masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam 

penyebaran informasi yang lebih luas. Pada indikator Tersosialisasikan Secara Lengkap, terlihat 

bahwa sosialisasi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup masih belum 

lengkap. Upaya sosialisasi yang lebih menyeluruh dan sistematis diperlukan untuk memastikan 

seluruh masyarakat memperoleh informasi yang cukup mengenai pengelolaan sampah. Isi Kebijakan: 
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Pada indikator Konsisten, kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan oleh Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup sudah menunjukkan konsistensi yang baik, sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dikatakan maksimal. Pada indikator Tegas, kebijakan sudah 

diterapkan dengan tegas, yang membuat implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan. Dukungan Masyarakat: Pada indikator Partisipasi Masyarakat, tingkat partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan sampah masih kurang. Ini menunjukkan bahwa masyarakat belum 

sepenuhnya terlibat aktif dalam upaya pengelolaan sampah. Pada indikator Kepatuhan Masyarakat, 

kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pengelolaan sampah juga masih belum maksimal, yang 

menandakan perlunya peningkatan kesadaran dan penegakan aturan. Pembagian Potensi: Pada 

indikator Pemerintah, pengembangan potensi diri masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah sudah 

berjalan dengan cukup baik. Pemerintah telah berusaha mengarahkan dan memberi fasilitas yang 

diperlukan untuk pengelolaan sampah yang lebih baik. Namun, pada indikator Masyarakat, 

pengembangan potensi di kalangan masyarakat masih kurang, yang bisa dilihat dari rendahnya tingkat 

partisipasi dan kepedulian terhadap pengelolaan sampah di lingkungan mereka. Faktor yang 

Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah 

di Kecamatan Amuntai: Tidak adanya sistem pemilahan sampah yang baik, yang menghambat proses 

pengolahan dan pemanfaatan sampah. Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, baik 

dalam hal infrastruktur maupun teknologi yang digunakan. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan 

masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik, serta kurangnya pemahaman 

tentang Peraturan Daerah tersebut. Faktor yang Menghambat Implementasi Peraturan Daerah: 

Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Masyarakat kurang menyadari pentingnya pengelolaan sampah 

yang benar dan dampak buruknya terhadap lingkungan. Keterbatasan Sumber Daya: Terdapat 

keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas untuk mendukung pengelolaan sampah secara efektif. 

Keterbatasan Anggaran: Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah yang 

berkelanjutan. Kurangnya Partisipasi Aktif Masyarakat: Kurangnya inisiatif dan keterlibatan langsung 

dari masyarakat dalam mendukung kebijakan dan program pengelolaan sampah. 
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